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Tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah

ABSTRAK : Sejalan  dengan  meningkatnya   pembangunan   di  Kota Depok,
makin meningkat  pula kebutuhan  masyarakat  terhadap penggunaan
air bawah tanah. Air bawah tanah perlu dikelola untuk memelihara
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama
pengendalian sumber-sumber air bawah tanah sebagai akibat
pengambilan  air  bawah  tanah  oleh  orang  pribadi  atau badan.
Pengelolaan secara berkesinambungan bertujuan agar air yang berada
di bawah tanah sebagai sumber daya alam, keberadaannya tetap dapat
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya perlu
pengaturan  Pengelolaan  Air  Bawah Tanah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor  09  Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah
Tanah.
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Sistematika:
Bab  I Ketentuan Umum
Bab II Azas dan Landasan
Bab III Inventarisasi  Potensi
Bab IV Peruntukan Pemanfaatan Air
Bab V Perizinan
Bab VI Pencabutan Izin
Bab VII Pendelegasian Wewenang
Bab VIII Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
Bab IX Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi Air Bawah

Tanah
Bab X Pembinaan,  Pengawasan dan Pengendalian
Bab XI Larangan Pemegang Izin
Bab XII Sanksi Administrasi Pengambilan Air
Bab XIII Sanksi Pidana
Bab XIV Penyidikan
Bab XV Ketentuan Peralihan
Bab XVI Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal  8 Maret 2002
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